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Abstract 

The effectiveness and contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax is one means that can measure 

how far the contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenues is and also 

how far the level of achievement of tax collection by local governments regarding Motor Vehicle 

Fuel Tax is because regional tax revenues are very important. to build an area. This study aims 

to determine how big the contribution of Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenue of 

DKI Jakarta Province. And to determine how much effectiveness the Motor Vehicle Fuel Tax in 

DKI Jakarta Province is. This study is using a qualitative method. Based on the calculation of 

the effectiveness of Motor Vehicle Fuel Tax receipts for 2016-2020, it has increased but has 

decreased. The contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenues for 2016-

2020 is still lacking but the achievements each year have increased and decreased. From this 

explanation, the results of the Motor Vehicle Fuel Tax in 2016-2020 are very effective and still 

do not contribute to the regional tax revenue of DKI Jakarta Province. 

Keywords: Motor Vehicle Fuel Tax, Regional Tax 

 

Abstrak 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sarana 

yang dapat mengukur seberapa jauh kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah dan juga seberapa jauh tingkat pencapaian pemungutan pajak oleh 

pemerintah daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena pendapatan pajak 

daerah sangat penting untuk membangun sebuah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk menentukan seberapa besar 

efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini adalah 

menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan dari perhitungan efektivitas  penerimaan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016-2020 mengalami peningkatan tetapi mengalami 

penurunan. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak 

Daerah Tahun 2016-2020 masih kurang tetapi pencapaian setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dan penurunan. Dari penjelasan tersebut bahwa hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor tahun pada 2016-2020 Sangat Efektif dan masih Kurang Berkontribusi terhadap 

pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Kata Kunci : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah
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I. PENDAHULUAN 

erpajakan adalah iuran wajib dari 

orang pribadi atau badan kepada 

negara yang diwajibkan oleh undang-

undang dan tidak dikompensasikan secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan negara 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Seiring dengan meningkatnya tuntutan 

negara terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang baik, maka kontribusi 

dibidang perpajakan diperkirakan akan terus 

mengalami peningkatan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 mengatur bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Pemerintah Daerah berasal dari 

Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil 

pengelolaan aset daerah secara tersendiri dan 

Pendapatan Daerah. Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah, Pemerintah 

Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah, 

serta Perimbangan Dana dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan 

Daerah. Perpajakan Daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber dana pemerintah 

bagi pengelolaan dan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui 

bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. 

Efektivitas perpajakan daerah itu sendiri 

merupakan evaluasi terhadap kinerja 

pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh 

biro pajak daerah dalam satu tahun anggaran, 

apakah efektif atau tidak efektif. Kontribusi 

pajak daerah adalah besarnya kontribusi pajak 

daerah terhadap daerah. 

Berdasarkan laporan realisasi dan target di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2016-2020, penerimaan daerah 

khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB-KB) memiliki potensi yang 

positip dimasa yang akan datang  dalam 

rangka memberikan kontribusi serta pengaruh 

yang positif bagi perkembangan pembangunan 

serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. 

Permasalahannya yang terjadi adalah pada 

tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan 

PBB-KB dari target  dari penerimaan Rp. 

1.275.000.000.000 menjadi Rp. 995.177-

.276.015 ditahun 2020. Demikian juga terjadi 

penurunan realisasi penerimaan PBB-KB 

P 
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dibanding target yang dianggarkan pada tahun 

2019 dan tahun 2020. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisa tingkat efektifitas dan kontribusi PBB 

tehadap Pendapatan Pajak Daerah Pada 

BAPEDA Provinsi DKI Jakarta. 

II. KAJIAN TEORI 

2.1. Pajak Daerah 

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah 

Definisi Pajak Daerah Menurut 

Siahaan (Lamia et al., 2015) mendefinisikan 

bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan fasilitas daerah.” 

Definisi Pajak Daerah Menurut 

Mardiasmo (Lamia et al., 2015) menyatakan 

bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib 

pajak kepada aderah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksaberdasarkan undang-undang yang 

berlaku.” 

2.1.2. Subjek Pajak Daerah 

Dalam   Undang-Undang      Nomor 28 

Tahun 2009 Adapun bagian dari subjek pajak 

dan wajib pajak daerah adalah : 

1. Subjek pajak kendaraan bermotor  

2. Subjek pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor  

3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor  

4. Subjek pajak air permukaan  

5. Subjek pajak rokok  

6. Subjek pajak hotel. 

7. Subjek pajak restoran  

8. Subjek pajak hiburan  

9. Subjek pajak reklame  

10. Subjek pajak penerangan jalan  

11. Subjek pajak mineral bukan logam dan 

batuan Feldspar. 

12. Subjek pajak parkir  

13. Subjek pajak air tanah  

14. Subjek pajak sarang burung walet  

15. Subjek pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan bangunan 

perdesaan dan perkotaan dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. 

16. Subjek pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. 
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2.1.3.  Objek Pajak Daerah 

           Dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Adapun objek pajak daerah antara 

lain : 

1. Objek pajak kendaraan bermotor  

2. Objek pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor  

3. Objek pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor  

4. Objek pajak air permukaan  

5. Objek pajak rokok  

6. Objek pajak hotel  

7. Objek pajak restoran  

8. Objek pajak hiburan  

9. Obejk pajak reklame  

10. Objek pajak penerangan jalan  

11. Mika Objek pajak mineral bukan 

logam dan batuan Feldspar. 

12. Objek pajak parkir  

13. Objek pajak air tanah  

14. Objek pajak sarang burung walet  

15. Objek pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan  

16. Objek pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan  

2.2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

2.2.1.  Pengertian  Pajak  Bahan  Bakar 

Kendaraan Bermotor 

  Definisi pajak daerah  (Mareta, 2014) 

bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB KB) menurut Peraturan 

Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-

KB) adalah : “Pajak yang dipungut atas 

bahan bakar kendaraan bermotor yang 

disediakan atau dianggap untuk digunakan 

kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar 

yang digunakan untuk kendaraan diatas air.”  

2.2.2. Objek Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan 

Bermotor 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Pasal 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:  

“Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor adalah bahan bakar kedaraan 

bermotor yang disediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, 

termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 

kendaraan di air.” 

Subjek Pajak  Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 

Sedangkan subjek menurut Undang-

Undang Nomor 28 Pasal 17 Tahun 2009 

menyatakan bahwa : “Subjek Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
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konsumen bahan bakar kendaraan 

bermotor.” 

2.2.3. Dasar  Pengenaan  Pajak   Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

     Dasar pengenaan pajak dalam 

(Mareta, 2014) menjelaskan bahwa dasar 

pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB-KB) adalah nilai jual bahan 

bakar kendaraan bermotor sebelum 

dikenakan pajak pertambahan nilai.  

2.2.4. Tarif   Pajak   Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 

Sedangkan tarif pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor menurut undang-undang 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

tahun 2009 (Ratulangi, 2019) tarif yang 

ditetapkan atas pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor paling tinggi adalah 10%. 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

pada tahun 2011 mengalami perubahan, 

dimana pemerintah mengubah tarif menjadi 

5%. Perubahan atas tarif pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor36 

Tahun 2011. Selain itu, perubahan tarif 

tersebut berdasarkan peraturan presiden 

hanya berlaku untuk bahan bakar kendaraan 

yang bersubsidi. 

2.2.5. Cara Perhitungan  Pajak  Bahan  Bakar 

Kendaraan Bermotor  

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 20. Besaran pokok 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan Tarif Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 18. Berikut adalah 

rumus perhitungan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor : 

 

 

2.3. Efektivitas  Dan Kontribusi  

2.3.1. Efektivitas 

      Definisi Efektivitas menurut Bungkaes 

(Ratulangi, 2019) menyatakan bahwa 

“Efektivitas adalah hubungan antar output dan 

tujuan.” Dalam artian efektivitas merupakan 

seberapa jumlah tinkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi mecapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. 

Ukuran Efektivitas (Ratulangi, 2019) 

bahwa tingkat efektivitas juga dapat diukur 

dengan membandingkan antara rencana yang 

telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau 

Tarif  Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
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hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan 

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan 

tidak tercapai atau sasaran yang diharapan, 

maka hal tersebut akan dikatakan tidak 

efektif. 

Perhitungan Efektivitas (Ratulangi, 

2019) bahwa perhitungan efektivitas 

dilakukan dengan cara membagi antara 

realisasi pajak bahan bakar kendraan 

bermotor dengan target pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta, 

kemudian dikalikan 100%. Berikut adalah 

rumus perhitungan efektivitas : 

Realisasi (PBB-KB)  X  100% Target     

(PBB-KB) 

Penilaian kinerja rasio kriteria efektivitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

2.3.2. Kontribusi   

    Definisi Kontribusi menurut Handoko 

dalam (Ratulangi, 2019) “Kontribusi adalah 

besaran sumbangan yang diberikan atas 

sebuah kegiatan yang dilaksanakan.” Analisis 

kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis 

yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan 

dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah, 

maka dibandingkan antara realisasi 

penerimaan pajak daerah terhadap pajak 

daerah. Berikut rumus perhitungannya : 

 

Realisasi PBBKB X 100% Realisasi  

                                    Pajak Daerah 

Penilaian kinerja rasio kriteria kontribusi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel II.1 Rasio Kriteria Kontribusi 

 

III. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam pembahasan penelitian analisis   
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efektivitas dan kontribusi   pajak  restoran 

terhadap pendapatan pajak daerah pada badan  

Pajak dan retribusi daerah (BPRD ) DKI Jakarta  

tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara 

langsung pada objek yang diteliti tentang 

analisis efektivitas dan kontribusi pajak 

bahan bakar kendaraan terhadap 

pendapatan pajak daerah di Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta. 

2. Metode Studi Dokumentasi 

Penulis menggunakan metode studi 

dokumentasi yaitu dengan melakukan 

riset penelitian di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta 

dan mencatat data yang penulis dapatkan 

dari hasil penelusuran di website, jurnal 

ataupun buku. 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

4.1. Data Penelitian 

4.1.1. Data Target dan Realisasi Pajak Bahan  

             Bakar Kendaraan dan Pajak Daerah  

 Dari hasil penelitian penulis 

memperoleh data target dan realisasi 

penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan  

serta perbandingannya pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 

2016-2020 yang disajikan pada tabel IV.1 dan 

IV.2 sebagai berikut. 

Tabel IV.1 

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Pada Badan 

Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020 

 

 

Gambar IV. 1  

Perbandingan Target dan Realisasi 

Penerimaan PBB-KB BAPENDA Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2016-2020 
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4.1.2. Tingkat Efektivitas PBB-KB    Pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020 

          Rumus dan tata cara perhitungan untuk 

mengetahui efektivitas dari Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2016-2020 

 

Dari hasil perhitungan di atas dengan 

membandingkan antara realisasi dan target 

selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai 

tingkat efektivitas Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 

2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.1 Tingkat Efektivitas Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada 

Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020. 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor yang ditetapkan atau dianggarkan 

oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakn 

besar pada tahun 2016 – 2019, pada tahun 

2020 target yang ditetapkan atau dianggarkan 

pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2016 

sebesar Rp.1.050.000.000.000 menjadi 

Rp.1.150.000.000.000 pada tahun 2017. 

Kemudian menjadi sebesar Rp. 

1.200.000.000.000 pada tahun 2018, menjadi 

Rp. 1.275.000.000.000 pada tahun 2019. Dan 

mengalami penurunan pada tahun 2020 

menjadi sebesar Rp. 950.000.000.000. 

 Tetapi dalam tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa pencapian penerimaan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/realisasi 

penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor yang dicapai setiap tahunnya 

mengalami kenaikan dan penurnan. Mulai dari 

tahun 2016 sebesar Rp. 1.094.901.392.966 

menjadi Rp. 1.153.231.799.802 pada tahun 

2017. Kemudian menjadi sebesar Rp. 

1.244.763.061.522 pada tahun 2018. 

Kemudian menjadi sebesar Rp. 

1.262.748.852.467 pada tahun 2019. Pada 

tahun 2020 pencapaian penerimaan/realisasi 

pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 

950.000.000.000. 

 

Gambar IV. 2  

Persentase Tingkat Efektivitas Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada 

Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020 

Berdasarkan Gambar IV.2 akibatnya 

persentase pencapaian penerimaan/ realisasi 

penerimaan pada Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya 

mengalami kenaikan dan penurunan. Mulai 

tahun 2016 sebesar 104,28% penerimaan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

menurun sebesar 4% menjadi 100,28% pada 

tahun 2017 tetapi masih dikatakan Sangat 

Efektif. Kemudian mengalami peningkatan 

sebesar 3,45% menjadi 103,73% pada tahun 

2018. Kemudian mengalami penurunan 

sebesar 4,69% menjadi 99,04% pada tahun 

2019 sehingga dikatakan Efektif. Kemudian 

mengalami peningkatan pada sebesar 5,72% 

menjadi 104,76% pada tahun 2020. 

Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dan tahun 

2020 sistem pengendalian internal telah 

berjalan dengan baik. Berdasarkan kriteria 

tersebut, efektivitas penerimaan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016-2020 

memiliki kriteria sangat efektif dengan 

persentase perolehan sebesar 102,42%. 

4.2.1. Realisasi   PBB-KB   dan Realisasi Pajak 

Daerah Pada BadanPendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun    2016-2020 

           Berikut ini merupakan data Realisasi 

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 : 

                          Tabel IV.2  

Realisasi PBB-KB dan Realisasi Pajak 

Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 
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4.2.2.  Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor Terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020. 

         Berikut ini rumus dan tata cara 

perhitungan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 : 

 

Dari hasil perhitungan diatas 

Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan 

Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 

2016-2020 

Tabel IV.3  

Kontribusi PBB-KB terhadap Pendapatan 

Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2016-2020 

Pada tabel IV.4 menunjukan bahwa Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami 

peningkatan dan penurunan tetapi masih 

dikategorikan Tidak Berkontribusi terhadap 

pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta 

tahun 2016-2020 dengan rata-rata yaitu 

sebesar 3,23%. Dari penjelasaan kontribusi 

PBBKB tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistem pengendalian internal yang diterapkan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta belum berjalan dengan baik dan juga 

belum maksimal. 

 

Gambar IV. 3. 

 Persentase Tingkat Kontribusi Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada 

Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI 

Jakarta Tahun 2016-2020 

Berikut ini penjelasan mengenai Tingkat 

Kontribusi dari masing- masing Pendapatan 

Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 : 

1. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 2016 

Berikut ini penyumbang pendapatan 

Pajak daerah terbesar pada tahun 2016 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Data 
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selengkapnya mengenai kontribusi 

masing-masing jenis pendapatan pajak 

daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta bisa dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel IV. 4  

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis 

Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 

 

2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 2017 

Berikut ini penyumbangan pendapatan 

Pajak Daerah terbesar tahun 2017 adalah 

pada pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Data selengkapnya mengenai 

kontribusi masing-masing dari jenis Pajak 

Daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 bisa 

dilihat pada tabel beriikut : 

 

 

Tabel IV .5  

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis 

Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 

 

3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 2018 

Berikut ini penyumbangan pendapatan 

Pajak Daerah terbesar tahun 2018 adalah 

pada pendapatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. 

Data selengkapnya mengenai kontribusi 

masing-masing dari jenis Pajak Daerah 

pada Badan Pendapatan Daerah provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2018 bisa dilihat pada 

tabel beriikut : 
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Tabel IV. 6  

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis 

Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 

 

4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 2019 

Berikut ini penyumbangan pendapatan 

Pajak Daerah terbesar tahun 2019 adalah 

pada pendapatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. 

Data selengkapnya mengenai kontribusi 

masing-masing dari jenis Pajak Daerah 

pada Badan Pendapatan Daerah provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2019 bisa dilihat pada 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel IV. 7  

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis 

Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 

 
5. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 2020 

Berikut ini penyumbangan pendapatan 

Pajak Daerah terbesar tahun 2020 adalah 

pada pendapatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. 

Data selengkapnya mengenai kontribusi 

masing-masing dari jenis Pajak Daerah 

pada Badan Pendapatan Daerah provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2020 bisa dilihat pada 

tabel beriikut : 
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Tabel IV. 8  

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis 

Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 

 

 

1.2.1. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang 

Harus Dilakukan 

A. Kendala Yang Dihadapi 

Dari hasil pembahasan diatas dapat 

diketahui bahwa pencapaian penerimaan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan yang dicapai setiap 

tahunnya juga mengalami peningkatan dan 

penurunan. Penyebab dari peningkatan dan 

penurunannya dikarenkaan adanya faktor-

faktor sebagai berikut: 

1. Adanya tunggakan pembayaran Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh 

badan. 

2. Jumlah konsumen Pajak Bahan 

BakarKendaraan Bermotor yang belum 

jelas. Hal ini dikarenakan pemerintah 

tidak memiliki data khusus sehubung 

dengan rata-rata konsumsi minyak kepada 

masyarakat ataupun wajib pajak PBB-KB 

yang mempengaruhi kinerja anggaran. 

3. Adanya kenaikan harga bahan bakar 

kendaraan bermotor sehingga terjadi 

penunggakan atas pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

B. Upaya Yang Harus Dilakukan. 

Berdasarkan dari faktor kendala yang 

dihadapi adapun upaya yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan 

Pajak Daerah. Berikut upaya yang harus 

dilakukan : 

1. Adanya tindakan penagihan kepada wajib 

pajak yang menunggak pembayaran Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dan 

mengedukasi wajib pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor agar wajib pajak 

patuh ataupun tidak menunggak untuk 

membayar pajak. 

2. Untuk mengetahui jumlah konsumen 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

sebaiknya pemerintah turun langsung ke 

lingkungan untuk memeriksa penyalur 

ataupun objek-objek bahan bakar 

kendaraan bermotor, agar tidak terjadi 

kecurangan. 
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3. Pemerintah mengadakan pemutihan 

terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor atas denda Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor pada waktu tertentu, 

untuk menertibkan penyalur atau wajib 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.    

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efektivitas pada Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. 

Penerapan sistem pngendalian internal 

selama 5 Tahun dalam proses 

pemungutannya berjalan dengan baik, 

sehingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor memiliki kriteria Sangat 

Efektif. 

2. Kontribusi pada Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. 

keseluruhan sistem pengendalian internal 

yang diterapkan sudah berjalan dengan 

baik, namun jika dibandingkan dengan 

sumber pendapatan pajak daerah yang 

lainnya, maka Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor belum terlalu 

memberikan kontribusi yang besar untuk 

meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. 

3. Penerapan sistem pengendalian internal 

oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta membuat proses 

perhitungan, pemungutan, dan pelaporan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

berjalan dengan baik. Hal tersebut 

berdampak pada realisasi penerimaan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

dimana setiap tahunnya mengalami 

peningkatan sehingga memiliki kriteria 

sangat efektif.  

4. Adapun kekurangan dalam proses 

pengendalian internal yaitu kurangnya 

sanksi yang diberikan kepada wajib pajak 

yang terlambat menyetor hasil 

penerimaanya, sehingga secara 

keseluruhan dapat berdampak pada 

jumlah kontribusi Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah sehingga 

memiliki kriteria tidak berkontribusi atau 

masih kurang berkontribusi dibandingkan 

dengan sumber pendapatan daerah 

lainnya. 
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